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RINGKASAN

Penelitian bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat Desa
Landungsari dan untuk mengetahui kendala dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di
Desa Landungsari Keterlibatan individu dengan kata lain rakyat melalui proses
berkegiatan dalam mengambil keputusan dengan perolehan hasil yang bersifat efektif
dan meminimalkan tingkat ketidaksesuaian proses dalam keputusan yang diambil yang
nantinya direncanakan kegiatan yang mampu dan dapat dikatakan lancar dan baik
dalam perjalannya disebut partisipasi masyarakat dengan lancar dan baik dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Musrenbang desa dilaksanakan
dengan model perencanaan partisipatif di tingkat desa yang melibatkan seluruh
komponen warga, lembaga kemasyarakatan, swasta dan pemerintah desa menurut skala
prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi
yang dimiliki sebagai dasar program Kkerja oleh pemerintah Desa melakukan
penganggaran dan kegiatan tahunan. Pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
pada pasal 1 butir 5 menjelaskan “Desa merupakan kesatuan masyarakat setempat
hukum yang memiliki batas-batas tempat yang berpihak untuk mengatur dan mengurus
kepentingan rakyat, berdasarkan hak asal-usul, budaya dan sosial budaya masyarakat
setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Masyarakat yang berpartisipasi menuju pembangunan sebagai keikutsertaan
yang dimulai dari seluruh anggota dan perwakilan dari masyarakat dengan tujuan
mengikuti mengambil yang namanya keputusan dan berdasarkan proses yang sudah
direncanakan dan juga yang dikelola untuk mengadakan pembangunan yang
didalamnya pemutusan mengenai perencanaan kegiatan yang nantinya segera
dilakukan, perolehan pemanfaatan dan juga pelaksanaan serta pengevaluasian output
dari pelaksanaan (Manulang, 2013). Keterlibatan individu dengan kata lain rakyat
melalui proses berkegiatan dalam mengambil keputusan dengan perolehan hasil yang
bersifat efektif dan meminimalkan tingkat ketidaksesuaian proses dalam keputusan
yang diambil yang nantinya direncanakan kegiatan yang mampu dan dapat dikatakan
lancar dan baik dalam perjalannya disebut partisipasi masyarakat.

Muthlaknya akan kebutuhan rakyat dengan peningkatan program kerja dan
keberpihakannya pemerintah pada rakyat yang lebih penting berdasarkan aturan yang
sudah diberlakukan dengan cara menyeluruh disebut wujud dari good governance.
good governance yang diwujudkan sebagai syarat dari keberadaan transparannya
dalam menyelenggarakan pemerintah dengan cara menyeluruh. Masyarakat yang
berpartisipasi sebagai suatu peran yang terbilang penting yang sejalan dengan kuatnya
kemauan untuk mengembangkan praktek kepemimpinan yang baik dan juga

masyarakat yang berpartisipasi dalam pemerintahan dimaknai sebagai suatu konsep



penting yang nantinya akan menjadi dan juga semakin berjalan sesuai keinginan yang
kuat dalam pengembangan good governance yang dipraktekkan.

Perencanaan yang dimusyawarahkan dalam pembangunan atau yang biasa
disebut dengan musrembang sebagai kepentingan masyarakat dengan pemerintah desa
melalui penyesuaian penyusunan nasional dalam hal ini pembangunan yang
direncanakan yang terdapat di nasional maupun daerah. Musrembang dilaksanakan di
desa yang berkonsep model yang direncanakan partisipatif lingkup desa yang memberi
ruang untuk terlibat untuk semua warga dan masyarakat yang terlembaga dan juga
swasta serta pemerintah dari desa berdasarkan skala dari prioritasnya dalam bentuk
pelaksanaan dengan mengatasi permasalahan dan juga potensi yang dimaksimalkan
dengan kepemilikan kerja yang terprogram dalam bentuk dasar oleh pemerintah yang
dari desa dimana akan dilakukan yang namanya penganggaran serta desa yang
mempunyai kegiatan tahunan. Musrembang yang dilaksanakan sesuai rakyat perlunya
berpartisipasi dengan peran akan kesertaannya melalui musrembang supaya
masyarakat mampu mengetahui akan perencanaan dari pembangunan yang nantinya
masukan akan diberikan oleh masyarakat itu sendiri dan kesesuaian dengan
musrembang.

Sesuai UU no 6 tahun 2014 tentang desa yang terdapat pada pasal 1 butir ke
lima dengan penjelasan desa sebagai masyarakat yang bersatu sesuai hukum dengan
kepemilikan batas-batas tempat dan berpihak dengan tujuan memberi pengaturan dan
pengurusan yang akan menjadi kepentingan dari rakyatnya, sesuai asal dan usul hak

dan budaya dalam sosial di masyarakat di suatu wilayah selama masih hidup dan juga



kesesuaian dari berkembangnya masyarakat serta sesuai prinsip NKRI. Berikutnya PP
no 43 tahun 2014 yang terdapat di pasal satu butir dua dengan penjelasan bahwa
pemerintah dari desa sebagai terselenggaranya pemerintahan yang mempunyai urusan
dan juga kepentingannya masyarakat yang termasuk dalam pemerintahan yang
bersistem pada NKRI dan juga kepala desa.

Pembangunan sebagai perjuangan dalam berusaha dengan majunya
kemampuan manusia sebagai umat (Suyono, 2013:41). Pembangunan pedesaan dalam
pelaksanaannya tidak normal dalam prosesnya karena perlunya didukung dengan
masyarakat yang ikut serta. Pembangunan yang berkonsep dengan berpartisipasinya
sebagai pemberdayaan dalam berproses untuk warga sehingga mampu melakukan
identifikasi kebutuhan dari individu dan juga kelompok dari pendasaran pembangunan
yang direncanakan. Tujuan yang dicapai dalam pembangunan dengan harapan
terlibatnya unsur yang berada dalam ruang lingkup pembangunan dan yang paling
penting adalah warga yang terlibat dan keikutsertaannya dengan dukungan program
dari desa dalam membangun yang nantinya akan dilakukan.

Pembangunan pedesaan dengan pelaksanaannya didukung oleh masyarakat
yang berpartisipasi. Menjalankan proses yang berasal dari pemerintah untuk
pembangunan nantinya akan memberikan penekanan keikutsertaan dari masyarakat
yang terbilang beragam sesuai kepentingan dan suku dan juga agama serta yang
lainnya. Maju atau tidaknya pembangunan ditentukan dari pemerintah yang tertata
antara pemerintah dan swasta dan juga masyarakat yang nantinya akan memiliki peran

dan juga memiliki fungsi. Musrembang sebagai dialogisnya forum mulai dari desa



dalam hal ini pemerintah dengan masyarakat sehingga dilakukan diskusi dan juga
kesepakatan pembangunan dari program untuk kemajuan akan desa.

Berdasarkan paparan diatas telah menjadi alasan melaksanakan penelitian
yang berjudul  “Partisipasimasyarakat  Perencanaan = Pembangunan  Desa
(Musrembang)”.

1.2. Rumusan Masalah
Rumusan masalahnya yaitu:
1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Landungsari?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan
Musrenbangdes di Desa Landungsari?
1.3. Tujuan penelitian
1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat Desa Landungsari
2. Untuk mengetahui kendala dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa

Landungsari
1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitiannya yaitu :

1. Manfaat Teoritis dan Akademis
Dijadikan sebagai berkontribusi dalam hal pengembangan akan keilmuan yang
bersifat sosial pada perencanaan dari pembangunan, dan nantinya dijadikan
keperluan perpustakaan dari departemen karena masih terbilang kurang dalam
hal wacana dan juga nantinya dijadikan sebagai referensi penelitian berikut serta

yang akan membaca dalam pencarian informasi ilmiah.



2. Manfaat praktis
Memberi masukan sebagai bentuk koreksi dari kebijakan yang dalam hal ini
akan dilakukan keikutsertaannya warga melalui musrembang yang terdapat di

desa yang mempunyai pemerintahan.
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